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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bulungan, melalui
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dengan pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Tanjung Selor dalam
upaya optimalisasi penerimaan PBJT guna meningkatkan PAD. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan kerangka teori collaborative governance dari (Rahma et al., 2024).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian collaborative governance
dalam konteks perpajakan daerah, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi Bapenda
Kabupaten Bulungan dalam merancang mekanisme kolaborasi yang lebih efektif dengan pelaku usaha guna
mengoptimalkan penerimaan PBJT dan mendorong peningkatan PAD Kota Tanjung Selor secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Collaborative governance, PBJT makanan dan minuman, pendapatan asli daerah, Bapenda,

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of collaboration between the Bulungan Regency Government, through the
Regional Revenue Agency (Bapenda), and food and beverage business actors in Tanjung Selor City in efforts to
optimize PBJT revenue in order to increase PAD. The study employs a descriptive qualitative approach using the
collaborative governance theoretical framework of. (Rahma et al., 2024).

This study is expected to provide theoretical contributions to the development of collaborative governance studies
in the context of regional taxation, as well as practical contributions in the form of policy recommendations for
Bapenda Bulungan Regency in designing more effective collaboration mechanisms with business actors to
optimize PBJT revenue and encourage the sustainable increase of PAD in Tanjung Selor City.

Keywords: collaborative governance, food and beverage PBJT, local own-source revenue, Bapenda, Ansell and
Gash

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar angka
penerimaan dalam dokumen anggaran. Di dalam praktik pemerintahan daerah, PAD
menentukan seberapa jauh daerah memiliki ruang gerak untuk menyusun prioritas
pembangunan, menjaga kesinambungan pelayanan publik, dan mengurangi ketergantungan
yang berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat. Ketika kemampuan fiskal daerah
bertumpu pada sumber-sumber yang benar-benar dapat dikelola dari dalam wilayahnya sendiri,
maka otonomi daerah tidak berhenti pada pemindahan kewenangan administratif, melainkan
bergerak menjadi kemampuan nyata untuk membiayai kebutuhan publik secara lebih mandiri.
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Pembahasan mengenai PAD selalu berkaitan dengan kapasitas fiskal, kualitas tata kelola, dan
arah pembangunan daerah itu sendiri (Sa’bani et al., 2025).

Kapasitas fiskal yang kuat juga berhubungan dengan kemampuan pemerintah daerah
membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Kinerja keuangan daerah yang baik
memungkinkan belanja publik diarahkan secara lebih terencana, termasuk pada sektor-sektor
yang memperkuat iklim usaha dan pelayanan dasar. Karena itu, pembicaraan mengenai
peningkatan PAD sesungguhnya tidak boleh dipahami secara sempit sebagai upaya menambah
pemasukan kas daerah, melainkan sebagai bagian dari usaha memperkuat fondasi
pembangunan daerah secara keseluruhan. Kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah
berkaitan dengan kemampuan daerah mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga optimalisasi
penerimaan daerah perlu ditempatkan sebagai agenda strategis, bukan sekadar agenda
administratif tahunan (Zein et al., 2024).

Di antara komponen PAD, pajak daerah menempati posisi yang sangat penting karena
langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Pajak daerah tidak hanya merekam
pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi instrumen yang dapat mempertemukan
kepentingan fiskal pemerintah dengan dinamika usaha di lapangan. Dalam konteks itu, pajak
yang bersumber dari aktivitas jasa konsumsi memiliki potensi yang besar karena mengikuti
perputaran transaksi harian. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD,
yang berarti sektor makanan dan minuman bukanlah sektor pinggiran dalam pembentukan
pendapatan daerah, melainkan salah satu titik strategis yang dapat dioptimalkan ketika daerah
ingin memperkuat kemandirian fiskalnya (Hilfandi et al., 2022).

Masalah lain yang tidak kalah penting ialah belum efektifnya pelaporan oleh wajib
pajak. Pada jenis pajak yang bertumpu pada mekanisme self assessment system, pemerintah
daerah pada dasarnya bergantung pada kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya secara benar. Di titik ini, persoalannya
tidak lagi semata administratif, melainkan juga menyangkut perilaku kepatuhan. Ketika pelaku
usaha belum memahami kewajiban perpajakannya secara utuh, atau memandang pelaporan
sebagai beban tambahan yang rumit, maka penerimaan pajak akan rentan tidak mencerminkan
kondisi transaksi yang sebenarnya. Pelaksanaan self assessment system dan pengetahuan
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan sanksi
perpajakan tidak selalu menjadi faktor yang paling menentukan (Febtrina et al., 2022).

Kepatuhan, dengan demikian, tidak cukup dibaca sebagai akibat dari ancaman sanksi.
Kepatuhan juga lahir dari pengalaman wajib pajak ketika berhadapan dengan pemerintah. Jika
pelayanan dinilai tertutup, prosedur berubah-ubah, atau pendekatan pemerintah lebih
menonjolkan kecurigaan daripada pembinaan, maka kepatuhan akan cenderung bersifat
terpaksa dan mudah melemah. Sebaliknya, ketika tata kelola dibangun secara transparan, adil,
dan konsisten, maka ruang tumbuh bagi kepatuhan sukarela menjadi lebih besar. Good
governance dan reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak restoran. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah
daerah dan pelaku usaha seharusnya dibangun melalui kualitas tata kelola, bukan hanya melalui
momen penagihan (Heriyanto & Sari, 2021).

Di sinilah kebutuhan akan strategi kolaboratif menjadi sangat penting. Optimalisasi
PBJT makanan dan minuman tidak cukup disandarkan pada pendekatan administratif yang
menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan dan pelaku usaha sebagai objek yang diawasi.
Pendekatan seperti itu mungkin menghasilkan kepatuhan sesaat, tetapi sulit membangun
kepatuhan yang stabil dalam jangka panjang. Collaborative governance menuntut adanya
kemauan berbagi peran, ruang belajar bersama, dan keterampilan lunak dalam membangun
kerja sama lintas aktor (McNaught, 2024).
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Kolaborasi multipihak kerap tersendat karena hierarki yang terlalu kuat dan praktik
kerja yang berjalan dalam sekat-sekat terpisah. Dalam konteks pajak daerah, pemerintah dan
pelaku usaha adalah aktor inti, sedangkan akademisi, komunitas, dan media dapat menjadi
unsur pendukung yang memperkuat edukasi, komunikasi publik, dan pembentukan iklim
kepatuhan yang lebih sehat (Sjogren et al., 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari
sumber-sumber yang berada dalam kewenangannya sendiri. Di dalam praktik pemerintahan
daerah, PAD tidak dapat dipahami hanya sebagai angka akuntansi, melainkan sebagai ukuran
seberapa kuat daerah mampu menopang kebutuhan pembiayaan publik dari basis ekonomi
lokalnya. Karena itu, PAD biasanya dipahami melalui unsur-unsur penerimaan yang berasal
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dibangun dari kemampuan daerah membaca
potensinya sendiri, mengelola sumber penerimaan secara tertib, dan menjaga agar hasil
aktivitas ekonomi lokal dapat dikonversi menjadi kapasitas fiskal yang nyata bagi daerah
(Rangkuti et al., 2024).

Otonomi daerah memberi hak kepada daerah untuk mengatur pembangunan sosial,
ekonomi, dan infrastruktur secara lebih independen. Kemampuan menghasilkan pendapatan
daerah sendiri menjadi penopang penting bagi efektivitas pemerintahan daerah (Hidayat et al.,
2024).

Di antara seluruh komponen PAD, pajak daerah menempati posisi yang sangat strategis
karena bersumber langsung dari aktivitas ekonomi yang berlangsung setiap hari. Pajak daerah
bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga cermin dari denyut ekonomi lokal. Semakin aktif
kegiatan usaha dan konsumsi masyarakat, semakin besar potensi pajak yang dapat dihimpun.
Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Temuan ini penting karena
memperlihatkan bahwa sektor makanan dan minuman tidak sekadar menjadi pelengkap dalam
struktur penerimaan daerah, melainkan salah satu basis pajak yang secara nyata dapat
menopang kapasitas fiskal daerah apabila dikelola dengan tepat (Hilfandi et al., 2022).

Konsep Pendapatan Asli Daerah
Pajak daerah adalah pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pengaturan mengenai pajak daerah
mengalami penyesuaian yang cukup penting melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa penataan ulang terhadap
jenis-jenis pajak dan retribusi daerah agar sistem fiskal daerah menjadi lebih sederhana dan
lebih mudah diawasi. Restrukturisasi dan penyederhanaan melalui rezim HKPD diarahkan
untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kesadaran masyarakat di bidang perpajakan.
Hukum pajak daerah kini bergerak ke arah yang tidak hanya menekankan pemungutan, tetapi
juga kemudahan pemahaman dan kepatuhan (Nashrullah, 2023).
Pajak Barang dan Jasa Tertentu menjadi salah satu kelompok pajak daerah yang penting.
PBJT menandai penataan ulang terhadap pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu di daerah,
termasuk transaksi yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Secara substantif, jenis pajak
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ini memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari karena lahir dari
transaksi konsumsi yang berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu, PBJT makanan dan
minuman memiliki posisi strategis dalam struktur pajak daerah, terutama bagi wilayah yang
aktivitas usahanya bertumpu pada perdagangan, jasa, dan konsumsi. PBJT dalam tata cara
pemungutan pajak daerah pasca HKPD sekaligus menegaskan kaitannya dengan kontribusi
terhadap PAD, sehingga pengelolaan PBJT tidak dapat dipandang sebagai urusan teknis belaka,
melainkan bagian dari agenda penguatan fiskal daerah (Kalangi et al., 2025).

PBJT makanan dan minuman tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pelaporan
transaksi usaha. Pada sektor ini, keakuratan penerimaan pajak sangat bergantung pada
keterhubungan antara aktivitas usaha, pencatatan transaksi, pembayaran, dan pelaporan. Di titik
inilah kualitas administrasi menjadi penentu. Bukan hanya pemerintah yang dituntut tertib
dalam pendataan dan pengawasan, pelaku usaha pun harus memiliki pemahaman yang
memadai mengenai kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan self assessment system dan
pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
Temuan ini memberi dasar normatif sekaligus praktis bahwa pemungutan PBJT yang efektif
menuntut sistem yang jelas dan tingkat pemahaman yang cukup dari pelaku usaha (Febtrina et
al., 2022).

Konsep Strategi Peningkatan Pajak Daerah

Dalam literatur pengelolaan pendapatan daerah, strategi peningkatan pajak daerah
umumnya dibahas melalui dua jalur yang paling dikenal, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.
Intensifikasi diarahkan pada perbaikan atas basis pajak yang sudah ada, seperti penertiban data
wajib pajak, penguatan pengawasan, dan peningkatan kepatuhan. Sementara itu, ekstensifikasi
lebih menekankan perluasan basis pajak melalui identifikasi objek dan subjek baru yang selama
ini belum masuk ke dalam sistem. Meski demikian, dalam praktiknya kedua strategi tersebut
sering tidak cukup apabila masalah pokok justru terletak pada lemahnya data, transisi regulasi,
dan belum terbangunnya dukungan teknis yang memadai. Salah satu akar persoalan penerimaan
pajak daerah yang belum optimal terletak pada lemahnya basis data dan kurang berkembangnya
pemungutan berbasis teknologi informasi, sehingga strategi peningkatan penerimaan perlu
dimulai dari pembenahan akar masalah, bukan hanya dari penambahan target (Suparmono,
2024).

Teori Collaborative Governance

Teori utama yang relevan untuk membaca hubungan antara pemerintah daerah dan
pelaku usaha dalam optimalisasi PBJT makanan dan minuman adalah collaborative
governance. Teori ini dipilih karena persoalan perpajakan daerah, terutama pada sektor yang
sangat dekat dengan aktivitas usaha masyarakat, tidak lagi memadai bila didekati secara satu
arah. Dalam banyak isu kebijakan, efektivitas justru muncul ketika pemerintah membuka ruang
kerja bersama dengan pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Persoalan publik
yang makin kompleks cenderung membutuhkan bentuk tata kelola yang lebih kolaboratif. Dari
telaah sistematis yang dilakukan, unsur-unsur seperti starting conditions, desain kelembagaan,
proses kolaborasi, dan fasilitasi yang terampil menjadi faktor yang memperkuat efektivitas
kolaborasi (McNaught, 2024).

Konsep Kepatuhan Sukarela dan Trust

Kepatuhan sukarela dalam perpajakan merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk
memenuhi kewajibannya bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi, tetapi karena
memahami aturan, menerima legitimasi kebijakan, dan percaya pada institusi yang memungut

http://jurnal.stim-Ipi.ac.id/index.php/elpei Page 2170



Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)
Volume 6 No. 2, Agustus 2026
ISSN :2775-0752

pajak. Pada sektor usaha makanan dan minuman, konsep ini menjadi sangat relevan karena
pemerintah tidak mungkin mengawasi seluruh transaksi secara penuh setiap saat. Sistem hanya
dapat bekerja secara sehat apabila terdapat kemauan dari pelaku usaha untuk melaporkan
transaksi dan membayar pajak dengan itikad baik. Pengetahuan perpajakan dan kepercayaan
kepada pemerintah merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan sukarela. Dengan
demikian, penguatan kepatuhan tidak dapat dibatasi pada pengawasan, tetapi harus menyentuh
dimensi pemahaman dan kepercayaan (Appiah et al., 2024).

Pada titik ini, #7ust menjadi konsep yang sangat menentukan. Kepercayaan tumbuh
ketika wajib pajak melihat bahwa pemerintah bekerja secara adil, transparan, dan menghormati
mereka sebagai subjek yang dilayani, bukan semata-mata objek yang dicurigai. Dalam
hubungan seperti itu, kepatuhan lebih mungkin lahir dari rasa memiliki dan rasa ikut
bertanggung jawab. Keadilan dan kepercayaan berhubungan dengan kepatuhan sukarela pada
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Temuan ini memberi penguatan teoritis bahwa
kepatuhan tidak dapat dipisahkan dari persepsi terhadap keadilan sistem. Jika pelaku usaha
menilai aturan kabur atau perlakuan pemerintah tidak setara, maka kepatuhan mudah bergeser
menjadi formalitas yang rapuh (Pangesti et al., 2023).

Hubungan antara kepercayaan dan kepatuhan juga sangat dipengaruhi oleh cara
pemerintah memperlakukan wajib pajak dalam interaksi sehari-hari. Perlakuan yang penuh
penghormatan dapat memperkuat moral pajak dan membangun ikatan emosional yang
mendorong kepatuhan, sedangkan prosedur yang terlalu otoriter justru berisiko memperlemah
relasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, gagasan itu menjadi penting karena relasi
pemerintah daerah dan pelaku usaha makanan dan minuman tidak berlangsung di ruang abstrak,
tetapi dalam situasi konkret pelayanan, pendataan, pengawasan, dan konsultasi. Artinya,
kualitas relasi antarmanusia di dalam proses administrasi ikut menentukan kualitas kepatuhan
itu sendiri (Prastiwi & Diamastuti, 2023).

Konsep Pentahelix

Konsep pentahelix pada dasarnya menjelaskan pola kolaborasi multipihak yang
melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Konstruksi pentahelix
dibangun di atas lima unsur tersebut, yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda dalam
mendukung proses pembangunan, inovasi, dan pemecahan masalah publik. Dalam penelitian
ini, konsep pentahelix tidak diposisikan sebagai teori inti, karena fokus utama tetap berada pada
hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Namun, konsep ini tetap penting sebagai
lingkungan pendukung yang membantu menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola pajak
daerah sering kali tidak hanya ditentukan oleh dua aktor utama, melainkan juga oleh keberadaan
aktor lain yang memperkuat pengetahuan, komunikasi, dan legitimasi sosial (Sudiana et al.,
2020).

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak proses pengumpulan data dimulai dan
berlanjut hingga penelitian selesai. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada alur
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan
data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini,
peneliti memilah data yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian, terutama yang
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berkaitan dengan strategi kolaboratif, proses pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat,
serta dampak kolaborasi terhadap kepatuhan dan PAD.

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini,
penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik agar hubungan antartemuan dapat
dijelaskan secara runtut. Selain itu, penyajian juga dapat dibantu melalui matriks kolaborasi
untuk memetakan dimensi-dimensi seperti kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan
fasilitatif, dan proses kolaborasi. Untuk memperjelas perbedaan maupun kesamaan pandangan,
penyajian data juga dapat dilakukan dengan membandingkan perspektif pemerintah daerah dan
pelaku usaha pada tema-tema tertentu.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan tidak diambil
secara tergesa-gesa, tetapi dibangun secara bertahap melalui pembacaan ulang data,
pencocokan antar-sumber, dan peninjauan kembali terhadap fokus penelitian. Verifikasi
dilakukan agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data lapangan dan tidak
semata-mata merupakan asumsi peneliti. Dengan langkah ini, hasil penelitian diharapkan
mampu menjawab rumusan masalah secara lebih valid dan konsisten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah melalui Optimalisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulungan dan pelaku usaha makanan dan minuman telah mengalami pergeseran
dari pola administratif menuju pola yang lebih dialogis. Pada tahap awal, interaksi kedua pihak
lebih sering terjadi ketika petugas melakukan pendataan, pemeriksaan, penyampaian
kewajiban, atau penagihan. Pola tersebut menempatkan pemerintah sebagai aktor yang
dominan, sedangkan pelaku usaha lebih banyak menerima keputusan dan mengikuti prosedur
yang telah ditetapkan.

Setelah sosialisasi, konsultasi, kunjungan lapangan, pendampingan, serta saluran
komunikasi mulai diperkuat, pelaku usaha memperoleh ruang yang lebih besar untuk bertanya,
menyampaikan kendala, dan memberikan masukan mengenai pelaksanaan PBJT. Temuan
tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi di Tanjung Selor tidak muncul secara langsung, tetapi
bertumbuh melalui perubahan cara pemerintah menjalankan kewenangannya dan perubahan
respons pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan.

Perubahan pola hubungan tersebut berkaitan erat dengan kondisi awal yang sebelumnya
ditandai oleh kesenjangan informasi dan rendahnya kepercayaan. Sebagian pelaku usaha masih
menyamakan PBJT makanan dan minuman dengan pajak restoran pada ketentuan sebelumnya.
Beberapa pelaku usaha juga belum memahami perbedaan antara kegiatan pendataan, verifikasi,
pemeriksaan, dan penagihan.

Akibatnya, kedatangan petugas dapat dipersepsikan sebagai tanda adanya pelanggaran
atau upaya untuk menambah beban usaha. Permintaan data transaksi turut menimbulkan
kekhawatiran karena data omzet dipandang sebagai informasi internal yang tidak seharusnya
diketahui pihak lain. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa resistensi tidak selalu berangkat
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dari keinginan menghindari pajak, tetapi dapat lahir dari ketidakjelasan tujuan, prosedur, dan
penggunaan data.

Keadaan tersebut menjelaskan mengapa komunikasi menjadi pintu awal perubahan
hubungan. Penjelasan yang terbuka mampu mengubah persepsi pelaku usaha terhadap kegiatan
Bapenda. Pendataan yang semula dianggap sebagai pemeriksaan atas dugaan pelanggaran
kemudian diterima sebagai usaha memperbarui informasi wajib pajak. Konsultasi yang
sebelumnya dipandang akan berujung pada teguran mulai digunakan oleh pelaku usaha untuk
mencegah kesalahan pelaporan. Perubahan ini penting karena kolaborasi tidak mungkin tumbuh
selama setiap tindakan pemerintah masih dibaca sebagai tekanan. Kepercayaan mulai terbentuk
ketika pelaku usaha mengalami sendiri bahwa petugas tidak selalu menggunakan kewenangan
secara represif, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan keadaan dan
melengkapi kekurangan administrasi.

Meski demikian, forum tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi ruang
pengambilan keputusan bersama. Kewenangan merumuskan dan menetapkan kebijakan tetap
berada pada pemerintah daerah, sedangkan pelaku usaha berperan memberi masukan. Situasi
tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang berlangsung masih berada pada tahap transisi.
Hubungannya telah lebih partisipatif, tetapi belum sepenuhnya setara dalam menentukan arah
kebijakan.

Ketidaksetaraan kewenangan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan kegagalan
kolaborasi. Pemungutan pajak tetap merupakan kewenangan publik yang harus dijalankan
pemerintah berdasarkan peraturan. Persoalan utamanya bukan apakah pemerintah dan pelaku
usaha memiliki kekuasaan yang sama, tetapi apakah kewenangan tersebut digunakan secara
terbuka, adil, dan memberi kesempatan kepada pihak yang terdampak untuk menyampaikan
pengalaman. Bapenda tetap perlu mengawasi dan mengenakan tindakan administratif terhadap
pelanggaran yang disengaja. Namun, penggunaan kewenangan menjadi lebih dapat diterima
ketika didahului dengan informasi, klarifikasi, pembinaan, dan kesempatan memperbaiki
kesalahan.

Perubahan peran pemerintah dari pemungut menjadi fasilitator menjadi unsur penting
dalam hasil penelitian. Aparatur Bapenda mulai menggabungkan fungsi pengawasan dengan
edukasi, pendampingan, serta penyelesaian masalah. Ketika pelaku usaha mengalami kesulitan
menghitung dasar pengenaan pajak atau menyiapkan laporan, petugas tidak langsung
memberikan teguran, tetapi menjelaskan prosedur dan dokumen yang diperlukan. Ketika
muncul penolakan terhadap pemberian data transaksi atau pemasangan tapping box, petugas
terlebih dahulu mendengarkan alasan keberatan dan menjelaskan tujuan penggunaan data.
Pendekatan semacam ini membuat pelaku usaha merasa didampingi, bukan sekadar diperiksa.

.Pendekatan pembinaan juga berkaitan dengan karakter pemungutan PBJT yang
menggunakan self-assessment system. Pemerintah tidak berada di setiap tempat usaha untuk
mengawasi seluruh transaksi. Ketepatan penerimaan sangat bergantung pada kemampuan dan
kesediaan pelaku usaha mencatat omzet, menghitung pajak, menyetor, serta melaporkan
kewajibannya. Oleh sebab itu, sistem tersebut tidak dapat bekerja hanya dengan ancaman
sanksi. Wajib pajak harus memahami tata cara pelaporan dan memiliki kemampuan
administrasi yang memadai.
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Perlakuan yang menghormati pelaku usaha juga berperan dalam pembentukan trust.
Kepercayaan tumbuh melalui pengalaman pelayanan yang berulang, seperti konsistensi
informasi, respons terhadap keluhan, kesempatan melakukan klarifikasi, serta perlakuan yang
tidak mengintimidasi. Pelaku usaha menjadi lebih terbuka karena melihat bahwa data dan
informasi yang disampaikan digunakan untuk kepentingan administrasi, bukan untuk mencari
kesalahan semata. Pada saat yang sama, Bapenda mulai memperoleh data yang lebih baik
karena pelaku usaha tidak lagi selalu menghindari komunikasi.

Kepatuhan sukarela dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada
pemerintah. Kepercayaan mengubah dasar kepatuhan dari keterpaksaan menjadi kesediaan.
Ketika wajib pajak menilai pemerintah bekerja secara adil dan transparan, mereka lebih mudah
menerima legitimasi kebijakan. Sebaliknya, apabila pelayanan tidak konsisten atau
pemeriksaan dinilai hanya menyasar pihak tertentu, kepatuhan berisiko berubah menjadi
formalitas yang mudah melemah ketika pengawasan berkurang.

Perlakuan yang menghormati wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan,
sedangkan prosedur yang terlalu otoriter justru dapat meningkatkan ketidakpatuhan. Kondisi
tersebut tampak pada perubahan sikap pelaku usaha setelah pendekatan Bapenda menjadi lebih
persuasif. Pelaku usaha mulai berani berkonsultasi, menyampaikan kendala, serta melengkapi
dokumen yang kurang. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa kualitas hubungan
antarmanusia bukan unsur tambahan dalam administrasi perpajakan, melainkan bagian yang
memengaruhi ketepatan laporan dan kesediaan membayar pajak.

Proses kolaborasi juga berkembang melalui dialog berulang, komitmen, pembangunan
kepercayaan, dan pencapaian hasil awal. Komunikasi tidak lagi berlangsung hanya pada saat
penagihan, tetapi juga melalui sosialisasi, konsultasi, kunjungan, media sosial, dan grup
komunikasi. Pelaku usaha diberi kesempatan untuk mengusulkan penyederhanaan prosedur
serta penguatan layanan digital. Walaupun tidak semua usulan langsung diterapkan,
penerimaan terhadap masukan memberi tanda bahwa pemerintah mulai melihat pengalaman
pelaku usaha sebagai sumber evaluasi pelayanan.

Kualitas komunikasi berperan dalam menghubungkan pelayanan publik, teknologi
informasi, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas penerimaan pajak. Hasil di Tanjung Selor
menunjukkan bahwa teknologi dan prosedur pelayanan menjadi lebih diterima ketika dijelaskan
melalui komunikasi yang baik. Sebaliknya, teknologi yang diperkenalkan tanpa penjelasan
dapat memunculkan kekhawatiran mengenai data, biaya, dan pengawasan. Artinya, komunikasi
bukan hanya alat menyampaikan kebijakan, tetapi mekanisme yang menentukan apakah
kebijakan tersebut diterima dan dijalankan.

Strategi optimalisasi yang dilaksanakan Bapenda juga memperlihatkan perpaduan
antara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi diarahkan kepada wajib pajak yang telah
terdaftar melalui pembinaan, verifikasi omzet, pemutakhiran data, pemeriksaan, serta
pengawasan laporan. Ekstensifikasi dilakukan dengan mencari usaha yang belum terdaftar
melalui data perizinan, koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, serta observasi lapangan.
Kedua strategi tersebut diperkuat dengan digitalisasi pelayanan dan penggunaan tapping box.

Strategi peningkatan pajak daerah peningkatan penerimaan tidak cukup dilakukan
melalui penambahan target, tetapi harus dimulai dari perbaikan basis data, pengawasan,
perluasan objek pajak, dan penggunaan teknologi informasi. Strategi Bapenda menunjukkan
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arah yang tepat karena tidak hanya mengejar pembayaran dari wajib pajak lama, tetapi juga
berusaha memastikan bahwa data usaha sesuai dengan keadaan lapangan. Pemutakhiran data
menjadi penting karena usaha dapat berpindah tempat, berganti pemilik, mengalami perubahan
skala, atau berhenti beroperasi. Tanpa basis data yang akurat, target penerimaan mudah disusun
berdasarkan asumsi yang tidak mencerminkan potensi sebenarnya.

Digitalisasi dan tapping box membantu meningkatkan transparansi transaksi, tetapi
hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki dua sisi. Bagi usaha yang telah
menggunakan kasir elektronik dan terbiasa dengan pencatatan digital, teknologi mempermudah
pelaporan dan evaluasi omzet. Bagi usaha kecil dengan pencatatan manual, teknologi dapat
terasa rumit dan menambah beban apabila tidak disertai bantuan. Kekhawatiran mengenai
kerahasiaan data juga menunjukkan bahwa persoalan teknologi bukan hanya persoalan
perangkat, tetapi menyangkut kepercayaan terhadap pengelolanya.

Perkembangan penerimaan memperlihatkan bahwa realisasi pajak restoran atau PBJT
makanan dan minuman meningkat dari Rp8.230.497.720,17 pada tahun 2022 menjadi
Rp10.024.278.004,35 pada tahun 2023 dan Rp11.726.682.725,83 pada tahun 2024. Realisasi
tersebut selalu melampaui target. Peningkatan ini mendukung penilaian bahwa sektor makanan
dan minuman memiliki potensi fiskal yang kuat. Akan tetapi, kenaikan penerimaan tidak tepat
apabila seluruhnya dinyatakan sebagai akibat langsung dari kolaborasi. Pertumbuhan jumlah
usaha, kenaikan konsumsi masyarakat, perkembangan ekonomi, peningkatan harga, dan
pembaruan target juga dapat memengaruhi penerimaan.

Pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD dan menjadi salah satu sumber
penerimaan yang penting bagi daerah. Penelitian Kalangi et al. (2025) juga menunjukkan
bahwa PBJT makanan dan minuman memberikan kontribusi besar terhadap PAD, tetapi
keberhasilannya dipengaruhi oleh kesiapan regulasi, administrasi, kepatuhan, dan sistem
digital. Data Kabupaten Bulungan memperlihatkan bahwa kolaborasi memberi kontribusi
melalui perbaikan kualitas laporan, keterbukaan transaksi, dan kepatuhan, sedangkan
pertumbuhan penerimaan tetap dipengaruhi oleh faktor ekonomi lainnya.

Kolaborasi yang baik tidak lahir hanya dari niat baik para pihak, tetapi juga dari institusi
yang memberi rasa aman dan kepastian bagi mereka untuk terlibat. Keberadaan aturan tersebut
memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban aparatur maupun pelaku usaha. Pelaku
usaha dapat mengetahui dokumen yang diperlukan, tahapan pelayanan, serta pihak yang
menangani persoalan tertentu. Bapenda juga memiliki dasar untuk melakukan pengawasan
secara terukur, bukan berdasarkan penilaian petugas semata.

Hasil penelitian ini juga mengarah pada penilaian bahwa kolaborasi di Tanjung Selor
telah berkembang, tetapi belum mencapai bentuk yang sepenuhnya matang. Unsur kondisi
awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi telah ditemukan.
Hubungan tidak lagi sepenuhnya satu arah, pelaku usaha memperoleh ruang komunikasi, dan
Bapenda mulai menempatkan pembinaan sebagai bagian dari pemungutan. Namun, forum
partisipasi belum berjalan secara rutin, pelaku usaha belum terlibat secara kuat dalam
perumusan kebijakan, digitalisasi belum merata, dan proses kolaborasi masih sangat
bergantung pada inisiatif pemerintah. Kolaborasi tersebut lebih tepat dinilai sebagai proses
peralihan dari administrasi koersif menuju kemitraan yang semakin dialogis.
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Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan
Pelaku Usaha dalam Optimalisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman

Keberhasilan kolaborasi antara Bapenda Kabupaten Bulungan dan pelaku usaha
dipengaruhi oleh keterkaitan antara kapasitas kelembagaan, kualitas hubungan, kesiapan
teknologi, serta karakteristik pelaku usaha. Faktor pendukung utama mencakup komitmen
pimpinan, komunikasi terbuka, sikap aparatur yang responsif, sosialisasi, pendampingan,
regulasi dan SOP, tumbuhnya kepercayaan, serta pemanfaatan teknologi. Sementara itu,
hambatan berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, perangkat, jaringan,
integrasi data, kemampuan administrasi, kondisi ekonomi usaha, literasi digital, dan
kekhawatiran terhadap kerahasiaan informasi.

Komitmen pimpinan menjadi pendukung karena menentukan cara aparatur
menjalankan kewenangannya. Arahan untuk mengutamakan pelayanan, dialog, dan pembinaan
telah mengubah pengalaman pelaku usaha ketika berhubungan dengan Bapenda. Petugas tidak
hanya menagih, tetapi juga memberi penjelasan dan membantu memperbaiki kesalahan.
Komitmen pelaku usaha terlihat dari kesediaan mengikuti sosialisasi, mencatat transaksi,
melaporkan omzet, dan berkonsultasi ketika menghadapi masalah. Hubungan tersebut bersifat
timbal balik karena pelayanan yang baik mendorong keterbukaan pelaku usaha, sedangkan
keterbukaan pelaku usaha mempermudah Bapenda menjalankan tugasnya.

Komunikasi menjadi faktor pendukung paling menonjol karena mampu mengurangi
ketidakpastian. Informasi mengenai perubahan regulasi, prosedur, pelaporan, dan penggunaan
teknologi dapat segera dijelaskan melalui sosialisasi, kunjungan, layanan konsultasi, grup
komunikasi, dan media sosial. Komunikasi dua arah juga memungkinkan Bapenda
membedakan antara ketidakpatuhan yang disengaja dengan kesalahan akibat kurangnya
pengetahuan atau kemampuan administrasi. Perbedaan tersebut penting karena setiap penyebab
membutuhkan penanganan yang berbeda.

Sikap aparatur yang ramah, profesional, dan tidak mengintimidasi turut memperkuat
kolaborasi karena menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha. Rasa aman membuat wajib pajak
lebih berani bertanya dan menyampaikan kesalahan sebelum persoalan menjadi semakin besar.
Pelaku usaha juga lebih mudah menerima pemeriksaan ketika diberikan penjelasan mengenai
tujuan, dasar hukum, dan kesempatan klarifikasi. Perlakuan semacam ini bukan berarti
pemerintah mengabaikan ketegasan, tetapi menempatkan ketegasan pada proses yang adil.

Perlakuan yang menghormati wajib pajak memperkuat kepercayaan dan kepatuhan.
Hasil di Tanjung Selor menunjukkan bahwa pelayanan yang komunikatif membuat pelaku
usaha tidak lagi selalu menghindari petugas. Perubahan tersebut terjadi karena pengalaman
interaksi membentuk penilaian bahwa pemerintah dapat menjadi tempat berkonsultasi, bukan
hanya pihak yang memberikan sanksi. Kepercayaan tersebut kemudian mendukung
keterbukaan data dan ketertiban administrasi.

Regulasi dan SOP juga menjadi faktor pendukung karena memberi kepastian
prosedural. Pemerintah Kabupaten Bulungan telah memiliki dasar hukum dan pedoman yang
mengatur pemungutan, pelaporan, pemeriksaan, penagihan, keberatan, serta penyelesaian
administrasi lainnya. Kepastian prosedur membatasi tindakan yang terlalu bergantung pada
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penilaian pribadi petugas. Pelaku usaha memperoleh rujukan mengenai kewajibannya,
sedangkan aparatur mempunyai standar dalam memberikan pelayanan.

Aturan main yang jelas dapat meningkatkan rasa aman dan legitimasi kolaborasi. Meski
demikian, aturan yang lengkap tidak selalu berarti pelaksanaannya otomatis efektif.
Efektivitasnya bergantung pada konsistensi penerapan dan kemampuan pemerintah
menjelaskan isi aturan. Regulasi yang hanya tersedia sebagai dokumen hukum akan sulit
membantu pelaku usaha yang tidak terbiasa membaca bahasa peraturan. Oleh sebab itu,
sosialisasi dan pendampingan menjadi penghubung antara kepastian normatif dan kemampuan
praktis.

Faktor pendukung lain adalah karakter sosial masyarakat Tanjung Selor yang
memungkinkan komunikasi personal berkembang dengan baik. Hubungan antarpelaku usaha
membuat informasi dan pengalaman pelayanan cepat menyebar. Pengalaman positif dari satu
usaha dapat mendorong usaha lain untuk mendaftar atau berkonsultasi. Modal sosial ini dapat
mempercepat pembentukan lingkungan kepatuhan, tetapi juga memiliki risiko apabila
informasi yang menyebar tidak akurat. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keberadaan
sumber informasi resmi agar percakapan antarpelaku usaha tidak dipenuhi tafsir yang keliru.

Di balik faktor pendukung tersebut, Bapenda menghadapi keterbatasan sumber daya
manusia. Jumlah pelaku usaha bertambah, sedangkan petugas harus menangani pendataan,
pelayanan, pemeriksaan, penagihan, sosialisasi, dan pengelolaan sistem. Luas wilayah
pengawasan menyebabkan pembinaan belum dapat diberikan dengan intensitas yang sama
kepada seluruh wajib pajak. Pemerintah akhirnya perlu menetapkan prioritas kepada usaha
dengan potensi penerimaan lebih besar. Pilihan tersebut rasional dari sisi efisiensi, tetapi
memiliki risiko membuat usaha kecil kurang memperoleh perhatian, padahal kelompok inilah
yang sering membutuhkan pendampingan lebih banyak.

Keterbatasan anggaran memperkuat persoalan tersebut. Kunjungan lapangan,
sosialisasi rutin, pengadaan tapping box, pengembangan aplikasi, serta pelatihan aparatur
membutuhkan biaya. Ketika anggaran terbatas, teknologi dan pembinaan hanya dapat
dikembangkan secara bertahap. Hambatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya
bergantung pada kemauan para pihak, tetapi juga pada kapasitas organisasi untuk menyediakan
waktu, aparatur, dan fasilitas.

Basis data wajib pajak yang terus berubah juga menjadi hambatan. Usaha dapat
berpindah lokasi, berganti pemilik, mengubah skala, atau berhenti beroperasi tanpa segera
tercatat dalam sistem. Data perizinan belum selalu sama dengan keadaan lapangan sehingga
Bapenda harus melakukan verifikasi dan koordinasi dengan instansi lain. Apabila integrasi data
belum berjalan baik, usaha yang seharusnya menjadi wajib pajak dapat belum terdaftar,
sedangkan usaha yang sudah tutup masih tercatat aktif.

Teori strategi peningkatan pajak daerah menurut Suparmono (2024) bahwa lemahnya
basis data menjadi salah satu akar penerimaan pajak yang belum optimal. Data bukan hanya
kebutuhan administrasi, tetapi dasar untuk menyusun target, menentukan potensi, merancang
pengawasan, dan menilai kepatuhan. Target yang tinggi tanpa dukungan data akurat dapat
mendorong tekanan penagihan kepada wajib pajak yang telah terdaftar, sementara potensi dari
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usaha yang belum masuk sistem tetap terlewat. Pembaruan data perlu ditempatkan sebagai
bagian utama dari optimalisasi, bukan pekerjaan tambahan.

Hambatan eksternal yang menonjol ialah belum meratanya pemahaman pelaku usaha.
Sebagian masih menganggap PBJT sebagai biaya yang mengurangi pendapatan usaha, padahal
pajak tersebut dipungut dari konsumen akhir. Kesalahpahaman ini dapat memengaruhi cara
pelaku usaha menetapkan harga, mencatat transaksi, dan menyetorkan pajak. Pelaku usaha yang
belum memahami posisi sebagai pemungut dapat merasa bahwa pemerintah mengambil bagian
dari omzetnya secara langsung. Persepsi tersebut menjelaskan mengapa pengetahuan
perpajakan menjadi syarat penting bagi kepatuhan.

Keterbatasan waktu juga menjadi hambatan bagi usaha kecil. Pemilik sering merangkap
sebagai pengelola operasional, pembeli bahan, pengawas pegawai, kasir, dan pencatat
keuangan. Pelaporan pajak harus dilakukan di tengah aktivitas usaha yang padat. Ketika
prosedur dianggap rumit atau membutuhkan kunjungan ke kantor, pelaporan berisiko tertunda.
Hambatan ini bukan alasan untuk menghapus kewajiban, tetapi menunjukkan perlunya
pelayanan yang sederhana dan fleksibel.

Kondisi ekonomi usaha turut memengaruhi kepatuhan. Omzet makanan dan minuman
dapat berubah mengikuti daya beli, musim, persaingan, harga bahan baku, dan kegiatan
masyarakat. Ketika pendapatan menurun, perhatian pemilik tertuju pada keberlanjutan
operasional dan pembayaran biaya usaha. Walaupun PBJT pada prinsipnya dipungut dari
konsumen, pencatatan yang bercampur dengan arus kas usaha dapat menyebabkan dana pajak
digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan operasional. Keadaan ini menegaskan pentingnya
pemisahan pencatatan dan edukasi pengelolaan keuangan.

Hambatan lain muncul dari perbedaan literasi teknologi dan kekhawatiran terhadap
keamanan data. Bagi pelaku usaha yang belum terbiasa memakai aplikasi, digitalisasi dapat
menambah kebingungan. Bagi usaha yang menganggap informasi omzet sebagai rahasia,
pemasangan tapping box dapat dipersepsikan sebagai pengawasan berlebihan. Teknologi yang
dimaksudkan untuk memperkuat transparansi justru dapat menurunkan kepercayaan apabila
pemerintah tidak menjelaskan cara kerja, batas akses, dan perlindungan data.

Faktor pendukung dan penghambat pada penelitian ini saling berkaitan. Teknologi dapat
menjadi pendukung ketika mudah digunakan, jaringan tersedia, dan pelaku usaha percaya pada
pengelolaan data. Teknologi berubah menjadi hambatan ketika perangkat terbatas, petugas
belum siap, dan pengguna tidak memperoleh pendampingan. Pemeriksaan dapat memperkuat
keadilan apabila dilakukan kepada seluruh wajib pajak secara objektif, tetapi dapat menurunkan
kepercayaan apabila dipersepsikan selektif. Komunikasi juga dapat memperkuat kepatuhan
apabila berlangsung dua arah, tetapi kehilangan manfaat apabila hanya dipakai untuk
menyampaikan kewajiban.

Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh komitmen para pihak dan kemampuan
fasilitasi yang menjaga mereka tetap terlibat. Komitmen tidak cukup diwujudkan melalui
pernyataan formal. Pemerintah harus menunjukkan konsistensi pelayanan, sedangkan pelaku
usaha harus menunjukkan kesediaan menjalankan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak
konsisten, kepercayaan yang telah tumbuh dapat melemah. Pelaku usaha akan sulit terbuka
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apabila pengaduan tidak ditindaklanjuti, sementara pemerintah akan sulit menggunakan
pendekatan persuasif apabila data transaksi terus disembunyikan.

Berdasarkan keterkaitan tersebut, keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh
adanya forum, aturan, atau teknologi. Keberhasilannya terletak pada kesesuaian antara
kapasitas Bapenda dan kesiapan pelaku usaha. Bapenda membutuhkan sumber daya, data,
sistem, dan kompetensi aparatur yang memadai. Pelaku usaha membutuhkan pemahaman,
kemampuan administrasi, rasa aman, dan pelayanan yang mudah dijangkau. Ketika kedua sisi
berkembang secara seimbang, kolaborasi dapat memperbaiki kepatuhan dan kualitas
penerimaan. Apabila salah satu sisi tertinggal, proses kolaboratif akan berjalan lambat dan
kembali bergantung pada penagihan administratif.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan dan pelaku usaha
makanan dan minuman telah bergerak dari hubungan yang dominan administratif menuju
hubungan yang lebih komunikatif dan partisipatif. Kolaborasi diwujudkan melalui
sosialisasi, konsultasi, kunjungan lapangan, pendampingan administrasi, penerimaan
masukan, pemutakhiran data, digitalisasi pelayanan, serta penggunaan tapping box.
Pendekatan tersebut meningkatkan pemahaman, kepercayaan, keterbukaan transaksi, dan
ketertiban pelaporan pelaku usaha. Kolaborasi juga mendukung kualitas penerimaan PBJT,

2. Faktor pendukung kolaborasi meliputi komitmen pimpinan, komunikasi terbuka, pelayanan
aparatur yang responsif, kejelasan regulasi dan prosedur, kegiatan pendampingan,
meningkatnya kesadaran pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi. Hambatan internal
meliputi keterbatasan aparatur, anggaran, perangkat, jaringan internet, kemampuan
teknologi, dan pemutakhiran data. Hambatan eksternal meliputi rendahnya pemahaman
sebagian pelaku usaha, keterbatasan waktu dan kemampuan administrasi, perubahan omzet,
pencatatan transaksi yang belum tertib, serta kekhawatiran terhadap keamanan data.
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